
 

 

Tujuan dari penerbitan SUN ialah untuk:  

1. membiayai defisit APBN 

2. menutup kekurangan kas jangka pendek 

3. mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN 

setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN 

dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, 

Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Dana 

untuk pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN 

 

Secara umum jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut:  

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 

bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara SPN lebih 

dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.  

2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan 

kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran 

kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa 

kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan 

pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. 

 

Berdasarkan tingkat kuponnya ON dapat dibedakan menjadi : 

 Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap 

periodenya (atau Fixed Rate Bonds)  

 Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang 

(atau Variable Rate Bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu 

seperti tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Obligasi Negara juga dapat 

dibedakan berdasarkan denominasi mata uangnya (Rupiah ataupun Valuta Asing). 

Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat 

(scripless). Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk 



 

tanpa warkat. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat 

diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan. 

Manfaat penerbitan Surat Utang Negara:  

 Sebagai Instrumen Fiskal. Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber 

pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.  

 Sebagai Instrumen Investasi. Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko 

gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan 

diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi. Selain itu, investor SUN 

memiliki potential capital gain dalam transaksi perdagangan di pasar sekunder SUN 

tersebut. Potential capital gain ialah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga 

jual obligasi dibandingkan harga belinya.  

 Sebagai Instrumen Pasar Keuangan. Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas 

sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai 

instrumen keuangan lainnya. 

 

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002, pengelolaan SUN diselenggarakan oleh Menteri 

Keuangan. Pengelolaan SUN sendiri telah dilakukan sejak tahun 2000 dengan dibentuknya 

tim Debt Management Unit (DMU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

nomor 101/KMK.017/2000. Selanjutnya pada tahun 2001, melalui KMK nomor 

2/KMK.01/2001, tim DMU berubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON). 

Dan berubah lagi menjadi Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN) 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004. Seiring dengan 

proses reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 organisasi ini 

berkembang menjadi setingkat eselon I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

466/KMK.01/2006 dengan nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan 

terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143.1/PMK.01/2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

 


